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Tindak Pidana Kehutanan sepati petambahan, pendudukan kawasan,
kebakarap hutan, Illegal logging, dan lain sebagainya yang terjadi di Endonesia
khususnya di Provinsi Sumatera Utara axcngmekanp salsh satu kejahamn yang sulit
diberanMe, sehagaimana kita ketabui bahwa hutan yang berfungsi sebagai salah saru
Systeth  penyanggs kehidupan, keadaarmya sekaeng oendnmng menurun
kelegtariamnya. Oleh karema itu pemcmnmotah baik pusal maupun daerah berusaha
mengadakan pengaturan-peogafuran hokum ?erhadap tindak pidana kehutanan yang
dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, untuk itu diperlukan
adanya pengawasen hutan secara tetpadu dan bderkesinambumgann sehingga dapat
meaiminalkao kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia khususnya di Proviasi
Sumatera Utara.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat persoalan bagaimana perao
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukap penyidikan dalam pembecantasaa
tindak pidana kehutanan, 8pa-8p8 saja yang dihadaps Penyidik Pegawai Negeti Sipil
dalam \saha pembevantasan tindak pidana kebutanan, dan upays-upaya yang
difaknkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil uatuk pemberantasan tndak pidana
kehutanan di Provinsi Sumateva Utara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 temtang Kehutanan merupakan
upaya untuk menanggulangi tindak pidana kehukman, gkan tetapi perkembangan
selanjutnya menunjukkan bagaimana vanatifnya aiodus operandi yang dilakukan oleh
pelaku tindak pidana kehutanan fersebut, sehingga dalam proses penyidikan terhadap
tersangka ataunpun para pelaku tindak pidana kehutanan harus tunduk dan sesuai
dengan Undang-Uundang Nomor 41 Tahun 1999 teumng Kehutaran dan tidak terlepas
juga dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHRAP,

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutaran Provinsi
Sumatera Utara yaitu agar penanganan tindak pidana kehutanan lebih efektif dalam
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana kehutanan tersebut, hal ini disebabkan
karena kewrhaasan yang selalu dihadapi oleh Penyidik Polri karena ketartmtasan
pevaonil dan pengctahuan dibidang tertemty yang sering kali menyebabkan penyidik
polri tidak mampu menangani tindak pidana rertentu yang seijadi.

Penelitian ini dilakukan dengan cars pegpelitian langsung ke lapangan
denpap studi kepustakasn, yaitu dengan melakukan pepeluswan edhadap buku-buku,
litaabaesliksutus  yang bevkaitan dengan tindak pidana kehutanan dan jupa
melakukan wawancass secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, deagao
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Penyidik Pegawai Negen Sipil (PPNS), dengan menggunakan data-data yang ada
diurailmn basil-basil penelitian melalui data primer dan data skunder yang kemudian
diseleksi sera dianalisa sedangkan dala yang diperoleh dilapangan diedit sehingga
diperoleh susty kesimpulan sebagai jawaban dari pecmasalahan yang dibahas yaitu
pevaqgaaan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS).

Dan berdasarien penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan
bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
dalam melekukan penanganan tindak pidana kehutanan secars umum adalah
lemahnya koordinasi anmr penegak hokwum, pelaku utama (actor intelektual) yang
sulit ditembus oieh hokum, adanyz otonomi daerah, kurangnya sarana dan grasarana,
dan keterbatasan dana.

Bahwa supaya penanggulangsn tindak pidana kehusanan dapat berjalan
dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan maka harus dilakukan peaingkatan
pemberantasan tindak pidana kehutarman, mempersiapkan aperatur peaegak hokum
baik dari segi kualitas maupun kuantites dan memberlakukan peraturan-peraturan dan
keentuan-ketentuan tentang kehutanan dengan sebaik-baikmya guna meminimalksn
sekecil mungkin tndak pidana kehutanan tersebut diseluruh Indonesia kbususaya di
Provinsi Sumatera Utara.
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